PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 24 TAHN 1964
TENTANG
PEMBAYARAN GAJlI PENS LN DAN TUNDANGAN YANG BERS FAT PENSI UN
KEPADA (BEKAS) PECAWAN NECER S PI L, ANG3OTA KEPQLI S| AN NEGARA,
ANGEOTA ANGKATAN PERANG REPUBLI K | NDONESI A DAN PEJABAT- PEJABAT

NEGER LAINNYA O DAERAH TI NGKAT |1 KEPULAUALN R AU YANG MELI PUTI

KANEDANAAN TANDUNG P NANG LI NGEA, KAR MUN DAN PULWUH TWIWH
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:
a.

bahwa dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1964, nulai tanggal 1
Juni 1964 mata uang Rupiah telah dinyatakan berlaku sebagai al at
penbayaran yang sah untuk Daerah Tingkat 11 Kepulauan R au, yang
nel i puti kewedanaan Tanjung P nang, Lingga, Karinmun dan Pul uh Tuj uh;

bahwa berhubung dengan itu penberian gaji kepada gol ongan pegawai
Negeri S pil, anggota Kepolisian Negara, anggota Angkatan Perang
Republ i k 1 ndonesi a dan Pejabat Negeri |ainnya, atau penberian pensiun
dan tunjangan yang bersifat pensiun kepada nereka bekas gol ongan-
gol ongan tersebut serta janda dan anak yatimipiatu nereka di Daerah
tingkat Il termaksud dilakukan nenurut Kketentuan-ketentuan yang
berl aku di daerah Republik Indonesia |ainnya di nmana beredar Rupi ah
(Ro.) sebagai nata uang yang sah;

bahwa karena pergantian mata uang dari KR Rupiah nenjadi Rupiah
itu, dalam nasa-peralihan nenganggap perlu untuk senentara waktu
nenberi kan suatu tunjangan kepada nereka tersebut pada huruf b, yang
di namakan "tunj angan senentara Kepul auan R au".

Mengi ngat :

1
2.

pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

Peraturan Penerintah No. 200 tahun 1961 (Lenbaran Negara tahun 1961
No. 239) tentang Peraturan Gji Pegawai Negeri S pil Republik
| ndonesi a;

Peraturan Penerintah No. 202 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961
ND. 241) tentang Peraturan Gaji Polisi Negara;

Peraturan Penerintah No. 210 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961
No. 251) tentang kenaikan gaji pokok P.GM 1956 dan perubahan
tunj angan bagi Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ("P.GM -
1956/ 1961") ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1961 (Lenbaran-
Negara tahun 1961 No. 286) tentang Kedudukan dan penghasilan Kepal a
Daer ah;

Peraturan Penerintah No. 8 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 Nb.
24) tentang Kenai kan tunj angan kenahal an unumnenurut P.GP.N 1961,
Penet apan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 Nb.
98) tentang Satuan Uang Rupiah yang khusus berlaku untuk daerah
tingkat Il Kepul auan R au;

Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 Nb.
35) tentang Penberian perbai kan penghasilan/ penghasil an-peralihan
kepada bekas pegawai Negeri S pil/Anggota Kepolisian Negara serta
j anda dan anak yati m pi at unya;

Peraturan Presiden No. 25 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 Nb.
115) tentang Penberian perbai kan penghasil an/ penghasil an-perali han



kepada bekas Anggota Mliter serta janda dan anak yati mpi at unya;

10. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 Lenbaran-Negara tahun 1963 Nb.
36) tentang D stribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi
pegawnai Negeri ;

11. Peraturan Presiden No. 21 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 Nb.
99) tentang Peraturan Penbayaran Gaji Pegawai Negeri S pil, anggota
Kepol i sian Negara, anggota Angkatan Perang Republik |ndonesia dan
Pej abat - pej abat Negeri |ai nnya di daerah Kepul auan R au yang nel i puti
Kewedanaan Tanj ung R nang, Lingga, Karinmun dan Pul uh Tuj uh;

12. Penet apan Presiden No. 3 tahun 1964 (Lenbaran-Negara tahun 1964 Nb.
63) tentang berlakunya satuan uang Rupiah di Daerah Tingkat 11
Kepul auan R au;

13. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kepegawai an (Lenbar an- Negara tahun 1961 No. 263).

MEMUTUSKAN :

Dengan nencabut semua Peraturan dan segala ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan Presiden ini.

Menet apkan:

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PEMBAYARAN GAJI, PENSIUN DAN TUNJANGAN YANG
BERS FAT PENSI UN KEPADA (BEKAS) PECAVWA NECER S PIL, ANGZOTA KEPCLI S AN
NEGARA, ANGEOTA ANGKATAN PERANG REPULBLIK | NDONESI A DAN PEJABAT- PEJABAT
NEGER LAINNYA D DAERAH TI NGKAT 11 KEPULAUAN R AU YANG MELI PUTT  KEEDANAAN
TANDUNG P NANG LI NG, KAR MUN DAN PULUH TUWIWH

Pasal 1.

(1) Kepada pegawai Negeri S pil, anggota Kepolisian Negara, anggota
Angkat an Perang Republ ik I ndonesia dan Pej abat - pej abat Negeri |ai nnya yang
bert enpat kedudukan di/ di pi ndahkan ke Daerah tingkat Il Kepul auan R au yang
neliputi Kewedanaan Tanjung P nang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh,
diberikan gaji dan lain-lain penghasilan dalam nmata uang rupiah (Rp.)
nenurut Peraturan Gaji sebagai mana Peraturan ini  kenudi an dirobah dan
ditanbah, dan Kketentuan-ketentuan pel aksanaannya, yang dalam daerah
Republ i k I ndonesi a | ai nnya berl aku bagi gol ongan yang nasi ng- nasi ng.

(2) Kepada penerina pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun yang
bertenpat kedudukan di Daerah tingkat |l Kepulauan R au yang neliputi
Kewedanaan Tanjung PFinang, Lingga, Karinun dan Puluh Tujuh. diberikan
pensi un/tunjangan yang bersifat pensiun dan lain-lain penghasilan dal am
mata uang rupi ah (Ro.) nenurut peraturan ini kenudi an di robah dan dit anbah,
dan ketentuan aturan ini kenmudian dirobah dan ditanbah, dan ketentuan-
ketentuan pel aksanaannya, yang dal am daerah Republik |ndonesia |[ainnya
berl aku bagi nasing-nasing golongan penerina pensiun/tunjangan Yyang
bersi fat pensi un.

Pasal 2.

(1) Kepada pegawai Negeri S pil, anggota Kepolisian Negara, anggota
Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-pejabat Negeri |ainnya
ternaksud dalam pasal 1 ayat (1) peraturan ini serta kepada penerina
pensi un/tunjangan yang bersifat pensiun ternaksud pasal 1 ayat (2)
peraturan ini diberikan tunjangan bul anan, yang disebut "tunjangan



senentara Kepulauan R au", sebesar 50% (lina puluh perseratus) dari
penghasi | an yang nasi ng-nasing berhak nenerinanya berdasarkan ketentuan
dal ampasal 1 ayat (1) dan (2) peraturan ini.

(2) Tunjangan senentara Kepulauan R au ternaksud dal am ayat (1)
pasal ini dibayarkan tiap bul an bersanaan waktu dengan penbayaran gaji/gaji
pensi un/ t unj angan yang bersifat pensi un.

(3) Jumah penghasilan nereka tersebut dalam ayat (1) pasal ini
setel ah ditanbah dengan tunjangan senentara Kepulauan R au, di nana perlu
di tanbah sehingga penghasilan nasing-masing seluruhnya jumahnya tidak
kurang dari 150% (seratus |ima puluh perseratus) dari Rp. 750,- (tujuh
ratus lima puluh rupiah) - Ro. 1.125,- (Seribu seratus dua puluh lina
rupi ah).

Pasal 3.

Ket ent uan nengenai penbayaran gaji, pensiun/tunjangan yang bersifat
pensiun serta lain-lain penghasilan kepada (bekas) pegawai Negeri Spil,
anggot a Kepol i sian Negara, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan
Pej abat - pej abat Negeri lainnya di Daerah tingkat Il Kepulauan R au yang
nel i puti Kewedanaan Tanjung R nang, Lingga, Karinun dan Puluh Tujuh, yang
nengenai nasa sebelum berlakunya Peraturan ini dan yang seharusnya
di | akukan sebel umtanggal 1 Juli 1964 akan diatur |ebih | anjut ol en Menteri
U usan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan.

Pasal 4.

Kepada nereka tersebut dal ampasal 1 ayat (1) dan (2) dapat diberikan
distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup berdasarkan Peraturan
Presiden No. 10 tahun 1963 (Lenbaran- Negara tahun 1963 No. 36).

Pasal 5.

Hal -hal nengenai pel aksanaan atau yang belum ditentukan dal am
peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang di serahi Wusan Pegawai setel ah
nendengar Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan.

Pasal 6.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1964.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbar an-
Negar a Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1964.
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Ttd.
SUKARNQ
O undangkan di Jakart a,

pada tanggal 27 Juni 1964.
WAKI L SEKRETAR S NEGARA



Ttd.

SANTCSO S H
Brig. Jend. T.NI.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PERSI DEN NOMCR 24 TAHN 1964
TENTANG

PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, PENSI UN DAN TUNDANGAN YANG BERS FAT
PENSI UN KEPADA (BEKAS) PEGAVA NECER SIPIL, ANG3OTA KEPCLI S AN
NEGARA, ANGEOTA ANGKATAN PERANG REPUBLI K | NDONESI A DAN PEJABAT
PEJABAT NECER LA NNYA O DAERAH KEPULAUAN R AU YANG MELI PUTI
KEVEDANAAN TANNDUNG PI NANG LI NGA KAR MUN DAN PULAU TUIUH

UMM

Sewaktu di Daerah tingkat 11 Kepul auan R au, yang neliputi Kewedanaan
Tanjung P nang, Lingga, Karimun, dan Pul au Tujuh, nasih beredar nata uang
asing dan kenudian mata uang rupiah Kepulauan Rau (KR RP) maka dal am
pel aksanaan per at ur an- per at uran kepegaw an, bai k yang nengenai nereka yang
nasi h aktif naupun yang nengenai penerina pensi un/tunjangan yang bersifat
pensi un, terdapat|ah penetapan bahwa pel bagai ketentuan kepegawai an yang
berlaku umum di daerah RI. dinmana beredar nmata uang Rupiah (RP.),
di nyatakan tidak berlaku bagi daerah Kepulauan R au tersebut. sedangkan
nengenai penbayaran penghasilan dalam mata uang asing/nata uang rupi ah
Kepulauan Rau itu berlaku peraturan-peraturan tertentu yang nenbat asi
jum ah peneri naan dal am nata uang ter sebut.

Mil ai tanggal berl akunya peraturan ini, yaitu nulai saat pengrupi ahan
daerah Kepul auan R au, maka dianggap perlu untuk nengakhiri Kketentuan-
ketentuan yang nengecual i kan dan/atau nenbatasi itu dengan nenent ukan,
bahwa segal a peraturan-peraturan kepegawai an yang berlaku di daerah RI.
| ai nnya, sepenuhnya berl aku juga bagi daerah tingkat |1 Kepul auan R au.

Dal am pada itu, naka nengi ngat akan tingkat harga barang keperl uan
hi dup sehari-hari pada saat-saat setelah peralihan dari mata uang K R Ro.
ke mata uang rupi ah (Ro.), dianggap perlu untuk nenberikan di atas gaji dan
atau pensi un suatu tunjangan bul anan yang bersifat senentara, yang di sebut
"tunjangan - senentara Kepulauan R au". Besarnya tunjangan itu adal ah 50%
dari penghasi | an bul anan penerina gaj i/ pensi unan yang ber sangkut an.

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
Qukup j el as.
Pasal 2.
Ayat (1) :
a. yang di maksudkan dengan penghasi | an yang berhak diterina
berdasarkan pasal 1 ayat (1) peraturan ini yal ah :
gaji pokok ditanbah dengan tunjangan keluarga (isteri, anak,

tunj angan kenahal an unum dan sunbangan pajak Negara dikurangi
dengan: iuran-iuran pensiun, potongan untuk sinmpanan wajib, pajak
pendapat an dan pot ongan 60/ 70% ongkos hotel " i ka ada.

b. yang dinmaksudkan dengan penghasilan yang berhak diterina



berdasarkan pasal 1 ayat (2) peraturan ini, ialah penghasilan
bersih seperti dinmaksud nmasing-masing dalam pasal 2, 3 dan 4
Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 tentang penberian perbaikan
penghasi | an- penghasi | an-peral i han kepada bekas pegawai Negeri
Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim
pi atunya, dan dalam Peraturan Presiden No. 25 tahun 1963 yang
nmengenai bekas anggota Mliter serta janda dan anak
yati ni pi at unya.

Ayat (2): Tunjangan senentara ini tidak diberikan kepada yang
ber sangkut an dengan surat keputusan mnel ai nkan dapat | angsung di bayar kan
kepadanya dengan dinmuat dalam daftar penbayaran gaji/pensiun yang
ber sangkut an.

Ayat (3): Berdasarkan pasal | Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963
tentang Kenaikan tunjangan kemahalan unmum  penghasilan pegawai
ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 750,- dengan adanya tunjangan
senmentara Kepulauan R au itu | ayaknya bilamana junm ah tersebut ditanbah
dengan tunj angan senentara ini

Pasal 3.

Kemungki nan ada, bahwa penbayaran-penbayaran dan/atau potongan-
pot ongan yang seharusnya dil akukan dalam nmata uang K R Rp. nmnengenai
masa sebelumya tanggal berlakunya peraturan ini, berhubung dengan
beberapa hal hingga kini bel umdi | aksanakan.

Penyel esai an penbayar an/ pot ongan- potongan ternaksud akan diatur
ol eh Menteri Wrusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan.

Pasal 4 s/d 6.
Qukup j el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1964 NOMCR 67
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2666



